
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK UTARA 

NOMOR :  76/PL.02.4-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2020 

TENTANG 

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang 

Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye 

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara 

Tahun 2020. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4872); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2OI4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

22 Tahun 2008; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
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Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok 

Utara Nomor : 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 

2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara 

Nomor : 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang 

Penetapan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 

29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

jdih.kpu.go.id/ntb/klu



-4- 
 

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.  

 

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lombok Utara Nomor : 70/PL.02.4-BA/5208/ KPU-

Kab/IX/2020 tanggal  25 September 2020 tentang Penetapan 

Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH 

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK 

UTARA TAHUN 2020. 

KESATU : Menetapkan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, 

dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon 

paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah Alat 

Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten 

Lombok Utara. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

        Ditetapkan di Gangga 

        pada tanggal 25 September 2020 

KETUA  KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

                          ttd 

JURAIDIN 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LOMBOK UTARA 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

Moch. Wahyurridho 
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